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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Negara 

berkembang tidak bisa dipungkiri lagi. Indonesia merupakan 

salah satu Negara berkembang yang mempunyai masalah tentang 

stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang klasik dan 

sering terjadi terhadap Negara berkembang adalah kemiskinan. 

Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang 

dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah 

mengeluarkan beberapa program dalam hal pengentasan 

kemiskinan. 

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung 

dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke 

rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat 

mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun 

sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi 

kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan 

sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana 
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yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang 

dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.
1
 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah 

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu 

dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan 

pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 

yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK 

adalah berupa penyedia lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan, serta 

berhasil menumbuhkan kebersamaan dan pertisipasi 

masyarakat
2
. 

Anggaran Tahun 2015 dana hibah yang diperoleh dari 

APBD dan APBN Kecamatan Pontang seluruh dana 

dialokasikan untuk kegiatan non simpan pinjam yaitu seluruhnya 

untuk kegiatan infrastruktur serta serana prasarana lainnya, 

seperti halnya untuk perbaikan jalan-jalan yang sudah rusak, 

perbaikan gorong-gorong di desa desa, serta pembuatan fasilitas 

pendidikan seperti gedung Taman Pendidikan Kanak-kanak 

                                                             
1
 Wikipedia.com 

2
 Dokumentasi PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional) 

Tahun 2011 
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(TK) dan perbaikan sarana ibadah seperti mushola dan masjid 

yang ada di desa, selain itu dana juga digunakan untuk pelatihan-

pelatihan dan sebagaiannya. Untuk simppan pinjam PNPM 

Mandiri kecamatan Pontang menggunakan asetny sendiri, yang 

mana untuk laporan perdesember diperoleh data untuk simpan 

pinjam yaitu dana yang dialokasikan untuk simpan pinjam 

sebesar Rp. 829.000.00,00 dan penunggakannya sebesar Rp. 

150.928.100 atau sekitar 18% dari seluruh dana yang telah di 

alokasikan
3
. 

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap 

mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. 

Dana bantuan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh 

pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana 

kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana 

bergulir ini didistribusikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

sebagai debitur kepada masyarakat yang khusus dibuat 

kelompok-kelompok perempuan yang akan dan sedang 

                                                             
3
 Soetanto Hadianto, Kunci Bisnis Mikro (Jakarta: PT Gramedia, 2005) h. 

177 
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mendirikan usaha yang disebut SPP (Simpan Pinjam Perempuan) 

sebagai Kreditur. Sifat dana yang didistribusikan kepada 

kelompok perempuan merupakan dana pinjaman (utang) dengan 

sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan), Setelah 

adanya pinjaman timbul lah akibat hukum yang mengikat 

diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling 

memberikan prestasi yang telah disepakati. 

Kehidupan manusia tidak luput dari sifat tolong-

menolong atau kerjasama dengan orang lain, karena manusia 

merupakan mahluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri 

dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya 

bantuan orang lain, oleh karena itu manusia tidak dapat 

menghindarkan diri dari kerjasama antara manusia dengan 

manusia yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan, kebutuhan 

dan kemajuan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari 

kerjasama apabila hal itu terjadi. 

Dala ajaran islam juga telah dijelaskan dan diwajibkan 

membantu sesama saudara yang lemah, sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2: 
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 ...                 

             

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
mengerjakan kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah; 2)

4
 

 
Ayat tersebut dapat diterangkan bahwa manusia dalam 

kehidupannya haruslah tolong-menolong dalam hal-hal yang 

baik. Agar bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan. 

Perkreditan menduduki posisi yang sangat penting dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini 

mencerminkan adanya tolong-menolong antara satu dengan yang 

lainnya.  

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, prosedur 

pemberian kredit, analisis pemberian kredit dan sistem 

pengendalian kredit, pengendalian kredit adala usaha-usaha 

untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan 

tidak macet. Pemberian kredit mutlak dilakukan untuk 

menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit 

macet. Kredit macet adalah kredit yang diklsifikasi 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2005), h.106 
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pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang 

bersangkutan
5
. 

Kredit akan digolongkan bermasalah (Non Performing 

Loan/NPL) apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Tujuan dari klasifikasi tersebut, antara lain 

untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat 

kredit bermasalah. 
6
 Kredit bermasalah atau nonperforming loan 

merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabahnya, resiko tersebut dapat 

berupa keadaan dimana kredit tidak dapat membayar kembali 

tepat pada waktunya (Wanprestasi). 

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah menggunakan 

Standar Operasional Program (SOP), namun dalam prakteknya 

masih terdapat banyak kendala-kendala, antara lain tidak 

tercapainya target yang telah dibuat oleh pengurus beserta 

jajarannya. Penyaluran kredit juga merupakan salah satu dari 

kendala operasional PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, karena 

                                                             
5
 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara,2005), h. 115 
6
 Gubernur Bank Indonesia,Peraturan Bank Idonesia No.14/15/PBI/2012 

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum.http://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/pbi-nomor-14-15-

pbi-2012.pdf. (Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 21.47 WIB).   
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sebagian masyarakat yang menjadi nasabah PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kecamatan menunggak membayar angsuran pinjam 

yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 

Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok 

perempuan di kecamatan Pontang yang awalnya disebut dengan 

Program Perencana Keuangan Masyarakat (PPKM) terdiri dari 2 

kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok 10 

orang dengan pinjaman untuk masing-masing anggota sebesar 

Rp500.000,- jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan 

bunga sebesar 1,5 %. Perkembangan selanjutnya pengajuan 2 

kelompok baru berjumlah 20 orang untuk pinjaman, begitu 

seterusnya hingga mencapai 20 kelompok dengan jumlah 

anggota 200 orang. Akan tetapi dengan berjalannya waktu terjadi 

penyelewengan dana yang dilakukan pengurus kelompok, 

dengan kata lain dana angsuran anggota kelompok tidak 

disetorkan oleh pihak pengurus kelompok kepada UPK tetapi 

dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan hal inilah yang 

menyebabkan adanya kredit macet. 

Masalah yang paling kursial dan sangat berpengaruh 

terhadap eksistensi kinerja lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan 



8 

 

ini adalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet, masalah 

kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas 

dalam pengembaliannya, karena basis kegiatan lembaga ini 

adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Sumber dana 

fasilitas kredit yang diberikan sebagai kegiatan penyaluran dana 

PNPM dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana 

masyarakat, maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga 

keuangan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh 

karena itu penyaluran dana kredit oleh pihak UPK ini harus 

dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang 

mapan dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut 

dengan judul PROBLEMATIKA PERKREDITAN DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus tentang kredit 

macet PNPM Mandiri di Kecamatan Pontang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Proses tagihan Perkreditan PNPM Mandiri di 

Kecamatan Pontang? 

2. Bagaiman Proses Penyelesaian Kredit Macet  di PNPM 

Mandiri Kecamatan Pontang? 

3. Bagaimana sanksi bagi Nasabah yang melakukan kredit 

macet di Kecamatan Pontang menurut perspektif hukum 

islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimna rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan  antara lain yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya problematika perkreditan dalam 

PNPM Mandiri. 

2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Kredit Macet 

serta Sanksi Bagi Nasabah yang melakukan kredit macet. 

3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi  bagi Nasabah yang 

melakukan kredit macet dalam pandangan Hukum Islam 

PNPM Mandiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

ganda, baik manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat 

memudahkan dan memberikan pengetahuan ilmu hukum 

pada umumnya dan khususnya tentang masalah kredit. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para pelaku 

bisnis dalam penerapan hukum Islam hususnya menyangkut 

kredit macet 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil 

penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran 

atau memperkaya konsep-konsep, teori-teorei terhadap 

ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan 

bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

Jadi manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah 

diharapkan dapat memudahkan dan memberikan 

pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya 

tentang masalah kredit. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai 

pendukung dilaksanakannya penelitian ini adalah: 
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Pertama, skripsi yang lain yangdi tulis oleh Rohilah 

(061300042)
7
 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Optimalisasi Program PNPM Mandiri” (studi di PNPM Mandiri 

Kec. Kronjo kab. Tangerang) skripsi ini membahas tentang 

pengaruh besar program PNPM Mandiri Penentasan Kemiskinan 

di Kronjo.  

PNPM Mandiri sangat berpengaruh besar pada 

perkembangan kemajuan kehidupan dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena dengan program ini masyarakat terbantu 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan kehidupannya, seperti 

memberikan pinjaman SPP kepada Ibu-Ibu rumah tangga dan 

pembangunan infrastruktur di desa. Serta masyarakat mampu 

mengembangkan usahanya baik dengan modal awal atau 

perluasan wilayah usaha. Jadi program tersebut merupakan 

bagian daripada optimalisasi mempercepat mengurangi 

kemiskinan.  

Metode penelitian ini yaitu dengan cara metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku-

buku atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan materi 

                                                             
7
 Rohilah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Optimalisasi Program 

PNPM Mandiri” (studi di PNPM Mandiri Kec. Kronjo kab. Tangerang) (Banten: 

IAIN SMH Banten,  2010) 
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pembahasan. Bahan-bahan tersebut merupakan dasar yang dapat 

dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah 

yang akan di teliti. Metode yang Kedua dengan cara pendekatan 

empiris yang didasarkan gejala-gejala sosial dan alam. 

Sedangkan yang Ketiga dengan melakukan wawancara di daerah 

yang menjadi objek penelitian penulis. 

Menurut tinjauan hukum Islam optimalisasi program 

PNPM Mandiri tidak bertentangan dengan hukum Islam karena 

simpan pinjam (ariyah) adalah salah satu bentuk yang dapat 

meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat miskin 

serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

bentuk kegiatan tolong-menolong. 

Perbedaan skripsi Rohilah dengan skripsi penulis adalah 

objek kajian nya, skripsi Rohilah membahas tentang 

Optimalisasi PNPM Mandiri sedangkan skripsi penulis 

membahas tentang Problematika Perkreditan di PNPM Mandiri. 

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Mudkhiyah (01335810)
8
 

dengan judul “Utang Piutang Dengan Cara Kredit Pada 

Kreditor Di Tinjau Dari Hukum Islam” (studi di desa Sasal 

                                                             
8
 Mudkhiyah “Utang Piutang Dengan Cara Kredit Pada Kreditor Di 

Tinjau Dari Hukum Islam” (studi di desa Sasal Tangerang) (Banten: IAIN SMH 

Banten, 2005) 
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Tangerang) skripsi ini membahas tentang Hutang Piutang 

dengan Cara Kredit Pada Kreditor pada pihak ketiga. 

Hutang-piutang dengan cara kredit tersebut ada kelebihan 

namun ada yang bersifat konsumtif dan ada yang produktif. 

Yang besifat konsumtif hukum Islam tidak membolehkan, 

sedangkan yang produktif ada yang membolehkan dan ada yang 

tidak membolehkan. Dampak yang ditimbulkan dari hutang-

piutang dengan cara kredit ada yang bersifat positif seperti 

membantu masyarakat dalam usaha dan ada yang bersifat 

negatif, diantaranya membuat masyarakat senang berkredit 

namun yang paling menonjol adalah dampak positifnya yakni 

bersifat menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pada 

penulisan ini penulis menggaunakan metode pengumpulan data, 

baik data empirik maupun teoritik, observasi dan wawancara 

didaerah yang menjadi objek penelitian. 

Pandangan para ulama terhadap kredit tersebut ada yang 

mengharamkan dan ada yang membolehkan. Namun penulis 

berpendapat bahwa kredit tersebut haram hukumnya, karena riba 

sedikit atau banyak tetap di haramkan oleh agama Islam. 
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Perbedaan skripsi Mudkhiyah dengan skripsi penulis 

adalah tentang kajiannya, skripsi Mudkhiyah membahas tentang 

Hutang Piutang Dengan Cara Kredit Pada Kreditor, sedangkan 

skripsi penulis membahas tentang Problematika perkreditan di 

PNPM Mandiri. 

Pinjaman Bergulir, Kredit Macet Serta Efek Moderasi 

Pendampingan  jurnal yang ditulis oleh Andri Yuni Astuti
9
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pinjaman 

Bergulir dan Kredit Macet dengan efek moderasi Pendampingan, 

terhadap Laba Unit Pengelola Keuangan (UPK) dari Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Bangunkerto, Sleman 

Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan metode 

pengumpulan data berupa kuesioner untuk data primer serta 

Laporan Pinjaman Bergulir dan Kredit Macet untuk data 

sekunder. Subjek data primer pada penelitian ini adalah 

Pengelola UPK-LKM. perangkat desa di pemerintahan desa dan 

masyarakat desa. Alat analisis menggunakan structural Equation 

Modeling berbasis variance dengan aplikasi SmartPLS versi 
                                                             

9
 Jurnal Andri Yuni Astuti Pinjaman Bergulir, Kredit Macet Serta Efek 

Moderasi Pendampingan,  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  

Upajiwa Dewantara Vol. 1 No. 1 Juni 2017 
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3.2.3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pinjaman 

Bergulir berpengaruh positif signifikan terhadap Laba UPK 

dengan koefisien parameter sebesar 0,476 dan P-Value 0.000 <   

= 0,05, Kredit Macet tidak terbukti berpengaruh terhadap 

variabel Laba UPK, Kredit Macet tidak terbukti berpengaruh 

terhadap Pinjaman Bergulir, Pendampingan tidak berpengaruh 

terhadap Laba UPK, Kredit Macet dengan efek moderasi 

Pendampingan berpengaruh negatif terhadap Laba UPK dengan 

koefisien parameter sebesar -0,306 dan P-Value sebesar 0,013 < 

= 0,05, dan secara simultan Pinjaman Bergulir, Kredit Macet, 

dan Pendampingan berpengaruh positif terhadap Laba UPK 

dengan koefisien parameter sebesar 0,634 dan P-Value 0.000 < 

= 0,05. 

Perbedaan jurnal Andri Yuni Astuti dengan Penulis sama 

sama membahas tentang Kredit Macet, dan perbedaanya adalah 

kredit macet tidak ditinjau dengan hukum Islam sedangkan 

skripsi penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah 

yang dibolehkan, tetapi harus hati-hati dalam menerapkannya. 
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Karena hutang bisa mengantarkan seseorang ke dalam syurga, 

dan sebaliknya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. 

Orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang 

yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, 

karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. 

Dari pandangan Hukum Islam hutang-piutang memiliki 

fleksibilitas, yang tergantung situasi dan teloransi. Namun pada 

umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi 

memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib 

ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, seperti 

memberikan kepada tetangga karena keluarganya sakit parahdan 

tidak mampu berobat. Memberi hutang bisa menjadi haram, 

misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam 

ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa 

pelacur dan sebagiannya. 

Ada beberapa etika bagi kreditur, salah satunya yaitu 

memberi kelonggaran waktu pengembalian hutang apabila 

debitur dalam keadaan kesulitan keuangan Sedangkan etika bagi 

kreditur ialah berkewajiban untuk bersegera untuk pengembalian 

hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. 
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Dalam konteks hukum perdata mempunyai perjanjian 

pinjam meminjam dalam ketentuan Undang Undang Hukum 

Perdata pasal 1754 yang berbunyi.  

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang 

lain suatu jumlah barang barang tertentu dan habis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa belakangan ini akan 

mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam 

keadaan yang sama pula”.
10

 

 

Keberadaan PNPM Mandiri kalau dicermati sebenarnya 

juga mengandung nilai-nilai seperti diatas. Apalagi PNPM 

Mandiri ada karena memang untuk membantu masyarakat 

terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan utang 

piutang. 

Secara spasifik tujuan PNPM Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas, serta 

restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir 

PNPM Mandiri. 

2. Mengembangkan jalan keluar bagi pemerintah dalam masa 

transisi dari skema dana bergulir yang didukung langsung 

                                                             
10

 Undang Undang Hukum Perdata pasal 1754 
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oleh pemerintah menjadi sebuah keuangan mikro yang 

berdiri sendiri secara operasional dan finansial. 

3. Memperkuat hubungan antara pinjaman dana bergulir PNPM 

Mandiri dan sektor keuangan komersial. 

4. Mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sarana 

PNPM Mandiri dengan memastikan akses yang 

berkelanjutan untuk membiayai di masa depan, diantaranya: 

a. Sita, penyitaan oleh pihak terkait yang dilakukan oleh 

pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak, 

milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya 

tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau 

pemohon sita
11

. 

b. Tagih, secara umum tagihan adalah dokumen yang 

memuat hak penagih baik berupa uang atau yang lainnya 

yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh pihak tertagih
12

. 

c. Penjamin, pemberian jaminan oleh penjamin atas 

pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada 

penerima jaminan
13

 

                                                             
11

 https://www.goegle.co.id/search?q=pengertian+sita&aqs=chrome 
12

 www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tagihan/ 
13

 https://www.google.co.id/search?safe=penjamin+&gs_l=mobile-gws-

wiz-serp 

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu suatu penelitian yang menemukan dan 

memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. 

field research adalah tumpuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial yang menyangkut individu, 

kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yakni, prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 

14
Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini maka peneliti 

“ melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks 

dari satu keutuhan (entity). Penerapan pendekatan kualitatif 

ini antara lain didasarkan pada pertimbangan dapat 

membantu peneliti menyesuaikan diri dalam menghadapi 

kenyataan ganda dilapangan, dapat membantu peneliti 

                                                             
14

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 104. 
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berinteraksi dengan subyek penelitian dalam konteks yang 

dialami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-

olah dibuat buat atau direkayasa oleh peneliti ketika peneliti 

berusaha memahami sikap masyarakat Problematika 

Perkreditan Dalam Perspektif Hukum Islam. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sukanegara 

Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, karena lokasi 

tersebut mudah untuk diteliti dan lokasi tersebut dekat 

dengan tempat tinggal penulis dan kebetulan penelitian ini 

belum ada yang melakukannya. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk menentukan dan memperoleh data yang akurat, 

relevan, dan dapat dipertangggungjawabkan maka dilakukan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

menggunakan pertanyan-pertanyaan pada responden. 
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Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti 

dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan.
15

 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana 

peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang 

telah ditentukan oleh penulis. Wawancara yang dimaksudkan 

untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini. 

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang 

bersangkutan yaitu pihak PNPM Mandiri dan pihak Kredit. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang di 

mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau 

tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya 

maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan
16

. 

Penulis melakukan pengamatan terhadap jenis kredit 

macet di PNPM Mandiri kecamatan Pontang. 

3. Dokumentasi 

                                                             
15

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 39. 
16

 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), h. 26. 
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Dokumentasi yaitu suatu metode atau cara untuk 

mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang kredi macet, atau hukum-hukum yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian
17

. 

 

I. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data ini merupakan salah satu tahapan 

penting proses penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini 

menggunakan (Teknik Analisis Deskriptitif Kualitatif). Dengan 

kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memproleh 

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat 

kaitan antara variable-  variabel yang ada, penelitian ini di 

lakukan induktif
18

. Setelah data sudah terkumpul diolah dan 

pengolahan data tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data tentang kredit macet sehingga dapat 

                                                             
17

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: 

Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57. 
18

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet 12, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 26. 
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ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi, dengan kata lain 

reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transpormasi yang didapatkan dari 

catatan tertulis di lapangan melalui observasi dan 

wawancara. 

2. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat 

atau narasi dan berbentuk tabel. 

3. Menarik kesimpulan, data yang diperoleh, kemudian 

dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik 

kesimpulan.
19

 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistemmatika pembahasain penulisan Skripsi ini 

penulis membagi pembahasannya dalam (5) Bab, untuk lebih 

jelas penulis uraikan gambaran ringkas dari bab-bab yang akan 

dibahas sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka 

pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan. 

                                                             
19

 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan 

Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 256. 
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Bab II, gambaran Umum tentang sejarah singkat 

berdirinya PNPM Mandiri, Visi dan Misi dan Struktur 

Organisasi serta tugas, wewnang dan tanggungjawab pelaku-

pelaku PNPM Mandiri Kecamatan Pontang. 

Bab III, Merupakan Tinjauan Teoritis tentang Pengertian 

Kredit Macet, Dasar Hukum Kredit, Pengertian PNPM Mandiri. 

Bab IV, Problematika Perkreditan Dalam Perspektif 

Hukum Islam, Proses Pengajuan Kredit di PNPM Mandiri, 

Proses penyelesaian kredit Macet, Denda bagi Nasabah yang 

melakukan kredit Macet. 

Bab V, Peutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


